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Abstract: One impact is most felt by the government in the era of globalization, the 21st Century, and public
administration reform, the public demands to improve the quality of service received from the government. In
other words, people get “excellent service” from the government. Community demands are not excessive,
therefore during this “paradigm to serve’ from the government bureaucracy, in fact, reverse the “paradigm
served”. Although many critics and even blasphemy against the slow pace of public service provided the
government bureaucracy, but it seems not much significant change. The slowness of service, based on
observations and assessments of experts, among others, as a result of the path length that must be taken to an
activity (work procedures convoluted), deviant attitudes and behavior of government bureaucracy, weak
supervision immediate superior, systems and management style tend to be authoritarian, centralized authority
and power, professionalism, limited facilities and infrastructure, as well as other things. The question that
then arises is how the efforts of the government, so that the service provided to the community is increasing its
quality. This is important, therefore, the public has a right to get excellent service from the government. At
least three criteria for excellent service quality measures, namely: “faster, better, and cheaper”, a highly
coveted community. Associated with these things, the following will be presented on “Excellent Service™.
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Sgak Republik Indonesaberdiri, sudah menjadi
komitmen para penyel enggara pemerintahan
negarabaik yang duduk di lembagaeksekutif,
legidatif, yudikatif, maupun badan-badan lain,
yaitu berjanji menjadi “abdi negard’ dan* abdi
masyaraka” atau sshaga “ pdayananmasyaraka”.
Komitmentersebut jugatelah disosiaisasikan
dan ditekankan padasemuabirokras pemerintah
sgjak seseorang masuk menjadi pegawal negeri
gpil meaui pendidikan dan pelaihan prarjabatan,
pembinaan atasan langsung, pembinaan meaui
organisas KORPRI, penataran-penataran, dan
upayalannya Upayaini dilakukan dengan mak-
sud agar “ perilaku melayani” menjadi nilai-nila
dasar birokrasi pemerintah, dan diharapkan
akhirnyamenjadi “budaya organisasi” di ling-
kungan pemerintah.

Kemampuan para pemimpin penyeleng-
garaan pemerintahan negara dan masyarakat
untuk menge olaperubahan menjadi sangat kritis
dan strategik, terutama sengitivitas dan respon-
sivitas atas sinya kapan perubahan tersebut
diperlukan, khususnyadaam|ompatan langkah

penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pe-
ngembangan pembangunan.

Krisismultidimensi telah mendorong di-
mulainyasesuatu yang baik dan benar, yaitu me-
laksanakan reformasi disegalabidang. Dengan
demikiantelahterjadi pahit dan manissekadigus,
baik dalam kebijakan maupun dalam aransemen
kelembagaan termasuk mangemen organisas.
Diharapkan upayareformas dapat membantu
instang pemerintah beradaptas secarasignifikan
dengan meningkatkan kinerjadan kepercayaan
publik.

Birokras dewasaini sedang dantelah me-
nyesuai kan dengan tuntutan kebutuhan nyatadi
|apang yang terus berubah, salah satunyaapa-
ratur dan birokras harussemakin memfokuskan
padaupayamenghasilkan barang dan pdayanan
jasayang semakin berkualitas dalam rangka
meningkatkan kesg ahteraan masyarakat.

Permasal ahan transformasi pemerintahan
danbirokras dadam menghadapi percepatan pe-
rubahan tuntutan masyarakat ini telah dikemuka-
kan oleh Osborn dan Gaebler (1992) dengan
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konsepnya, yang dituangkan dalam bukunya
yang berjudul ““Reinventing Government: How
the Entrepreneurial Spirit is Transforming the
Public Sector.”” Buku tersebut menyajikan
sgumlah pringpyang dinyatakan sebaga pringp-
pringp fundamental birokras di masa depan.
Kehadirankonsepini dianggap sebaga paradigma
barusehinggabanyak dikutip dandijadikanrujukan
bagi perkembangan gparatur danbirokras hampir
di ssmuanegaratermasuk Indonesia

Lahirnyakonsepini bagi David Osborn dan
Ted Gaebler |ebih banyak disadari dari latar be-
lakang fundamental lembagabirokras (public)
yang berseberangan dengan lembaga bisnis
(private). Bagi lembaga bisnis pendapatan ter-
besar merekadari pelanggan, sedangkan bagi
birokras sebagian besar didapat dari pgjak. Bagi
lembaga bi snis persaingan adal ah segalanya,
sedangkan bagi birokrasi 1ebih banyak meng-
andakan monaopoali.

Konsep reinventing government me-
nawarkan satu konsep kewirausahaan sebagai
satu konsep yang bisadijalankan oleh lembaga
publik ataupun lembaga-lembaganon profitlain-
nya. Konsepini menggeser spektrum semangat
kewirausahaan ke birokrasi. Adapun sepuluh
pring p tersebut, yakni:

1. Pemerintah dan birokrasi berperan se-
bagal katalisator

2. Pemerintah dan birokrasi harusmember-
dayakan masyarakat dalam pemberian
pelayanan.

3. Pemerintah dan birokras harusmencipta-
kan persaingan dalam setigp pelayanan

4. Pemerintahdanbirokrag harusmelakukan
aktivitasyang menekankan kepadapen-
capaian apayang merupakan “ misinya’
daripadaperaturan-peraturan.

5. Pemerintah dan birokras hendaknyaber-
orientas kepadakinerjayang baik.

6. Pemerintah dan birokrasi harus meng-
utamakan pemenuhan kebutuhan masya
rakat bukan kebutuhan dirinyasendiri.

7. Pemerintah dan birokras harusmemiliki
aparat yang tahu carayang tepat dengan
menghasi Ikan uang untuk organisasinya,
disamping pandai menghemat biaya.

8. Pemerintah dan birokras yang antisipatif.

9. Diperlukan desentralisas dalam penge-
|olaan pemerintah.

10.Pemerintah dan birokrasi harus mem-
perhatikan kekuatan pasar.

Selanjutnya bagai manamengembangkan
konsep tersebut, Osborne dalam buku lanjutan-
nyayang ditulisbersamarekannyaPeter Plastrik
(1996), yang berjudul Banishing Bureaucracy:
The Five Strategies for Reinventing Govern-
ment, menyampaikan limastrategi untuk pe-
ngembangan konsep ““reinventing government™”.
Adapun kelimastrategi ini dikenal dengan The
Five C’'sada ah sebagai berikut:

1. Strategi inti (Core strategy), yaitu Srategi
perumusan kembali tujuan-tujuan penye-
lenggaraan pemerintahan, termasuk oto-
nomi daerah.

2. Strategi konsekuensi (Consequency
strategy), dalam hal ini perlu dirumuskan
dan ditata kembali pola-pola insentif
kelembagaan maupunindividud.

3. Strategi pemakaian jasa (Customer
strategy), aparatur birokras dalamhd ini
perlu melakukan reorientas dari kepen-
tingan politik pemerintahan, sertaorientas
padakepentingan kelembagaannya

4. Srategi pengendalian (Control strategy),
yaitu adanya perumusan kembali dalam
upayapengendaian organisas.

5. Strategi BudayalKultur (Culture strategy),
yaitu adanyaupayareorientas perilaku
dan budayaaparatur dan birokrasi.

Timbulnyaisunegativedari perubahanyang
direncanakan dalam kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan dalam beberapa hal
memang tidak dapat dihindarkan. Banyak pem-
borosan, kesia-siaan dan penderitaan yang di-
temukan, yang sebenarnyadapat dihindarkan.
Untuk menghindari resiko, sekaligusmengopti-
malkan peluang yang ada, organisas harusmen-
jadi pelaku yang tegak berdiri dan patut diper-
hitungkan. Berkaitan dengan hd tersebut, berikut
ini adalah beberapametodereformas yangti-
pikd, yatu:

1. Redtrukturisas

2. Rekayasaulang
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3. Bervis danbermis
4. Kebijakan, program, dan kegiatan pem-
bangunan

5. Peaporan akuntabilitas

6. Perubahan strategi

7. Perubahan budayaorganisas

Sdlanjutnyalangkah yang digunakan dalam

perubahan organisas akan efektif biladilandas
oleh wawasan yang mendasar, yaitu perubahan
besar tidak akan terjadi dengan mudah karena
berbagai alasan (krisis mata uang, moneter,
ekonomi atau krissmultidimend, penggeseran
aspiras dan kebutuhan masyarakat, inovag, iri
hati negaralain danlain sebagainya). Meskipun
demikian perubahan yang diperlukan bisagagd
karenaadanyakepemimpinan yang berorientas
masakini/lalu daninternal, struktur dan system
organisas yang menghambat, politik danideologi
yang picik, tingkat kepercayaan yang rendah,
kurangnyakerjasama, skap yang arogan, sikap
saling menyenangi yang tidak sehat, kurangnya
kepemimpinan yang visioner dan demokratis
(partispatif), tingkat mangjemen menengah ke
bawah yang tidak diberdayakan dan ketakutan
umum akan sesuatu yang tidak diketahui dan
hanyabisadirasakan.

Agar efektif, langkah, metode dan teknik
perubahan organisas seperti perubahan budaya
dan gtrategi, restrukturisas, rekayasaulang dan
Total Quality Management (TQM). Selainitu
disadari sepenuhnya, bahwadi dalam negara
yang menganut paham demokras, masyarakat
memiliki kekuasaantertinggi. Dengankatalain,
masyarakat addah“raja” yang harus mendapat
perlakuan istimewa, karenamemang mereka
memiliki hak untuk diistimewakan. Makna'“raja”
dan“diistimewakan” untuk masyarakat, bukan
bermakna tanpa batas. Sebab, ketika mas-
yarakat diberikan kebebasan tanpabatas seperti
sekarang ini, makayang terjadi adalah suatu
“reformasi tanpa kendali” atau “keblabasan”.
Hal ini jelasbukan yang dikehendaki dan bukan
tujuan dari konsep pelayanan prima. Sebab, di
negarayang liberal pun masih adaaturan dan
etika serta nilai-nilai bersama yang tetap
dihormati oleh semuapihak.

Untuk itu, upayapemberdayaan masyarakat
memerlukan semangat untuk melayani masya-
rakat (“a spirit to serve public’), dan menjadi
mitramasyarakat (“partner of society”), atau
mel akukan kerjasamadengan masyarakat (“ co-
production”). Pelayanan memiliki maknape-
ngabdian atau pengel olaan pemberian bantuan
yang mengutamakan efisens dan keberhasilan
bangsa dalam membangun, yang dimani-
festaskan antaralain dalam perilaku“ melayani,
bukan dilayani”, mendorong, bukan meng-
hambat”, mempermudah, bukan mem-
persulit”, sederhana, bukan berbelit-belit”,
terbuka untuk setiap orang, bukan hanya
untuk segelintir orang”. Maknaadministras
publik sebagai wahanapenyel enggaraan peme-
rintah negara, yang esengnya” melayani publik”,
harus benar-benar dihayati parapenyelenggara
pemerintahan negara.

Sejalan dengan itu, dalam menyukseskan
pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, ke-
bijakan pemberdayaan masyarakat perlu di-
arahkan antara lain pada: (a) pengurangan
hambatan dan kenda a-kendalabagi krestivitas
dan partisipas masyarakat, (b) perluasan akses
pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan
sosial ekonomi masyarakat, dan (c) pengem-
bangan program untuk lebih meningkatkan
kemampuan dan memberikan kesempatan
kepadamasyarakat berperan aktif dalam me-
manfaatkan dan mendayagunakan sumber daya
produktif yang tersedia, sehinggamemiliki nilai
tambah tinggi gunameningkatkan kesgahteraan
mereka.

METODE

Pendlitianini tergolong kedalam analisis
deskriptif yang menjelaskan tentang pelayanan
prima sebagal upaya pelaksanaan good go-
verment. Pembahasan diarahkan kepadabagai-
manaupayamenerapkan pelayanan primadaam
menciptakan good goverment. Sementaraitu
informan penditian ada ahinformanyang paham
akan pelayanan primadaninformad lannyayang
dapat mendukung penjel asan.
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HASIL

Hakikat Pelayanan Prima

Untuk kepentingan praktis, pelayanan dapat
dirumuskan sebagai “suatu proses kegiatan
seseorang atau sekelompok orang untuk
memberikan bantuan seoptimal mungkin ke-
pada pihak lain yang memerlukan baik di-
minta atau tidak diminta.“ Adapun kata
“prima“ atau“unggul”, menunjuk padamakna
kualitas. Menurut Goetsch dan Davis (1994
p.4), kuditasaddah suatu kondis dinamisyang
berhubungan dengan produk, jasa, manusia,
proses, dan lingkungan yang memenuhi atau
meebihi hargpan. Dari defenis tentang peayanan
primatersebut, terdapat l[imaha penting, yaitu,
(1) pihak yang melayani, (2) pihak yang dilayani
(pdanggan), (3)bentuk ataujenispdayananyang
diberikan, serta(4) bantuan secaraoptimal, dan
(5)perlakuan dalam pelayanan.

Pertama, ddam hubungannyadengan pela-
yanan primadi lingkunganbirokras pemerintah,
makayang dimaksud dengan pihak yang mela-
yani adalah seluruh jgjaran “birokrasi peme-
rintah”. Artinya, baik yang duduk sebagal pejabat
srukturd (manger), pgabat fungsiond, maupun
staf yang tidak memiliki keduajenisjabatan ter-
sebut, memiliki kewgjiban memberikan kepada
masyarakat dan pihak-pihak lain yang me-
merlukan sebaik mungkin. Dengan demikian,
pelayanan tidak hanyadiberikan oleh parape-
tugasloket, SATPAM, operator, sekretarispri-
badi, staf bagian umum/tatausaha, atau petugas
lgpangan lainnyayang nonmangeria sga, tetapi
sdluruhtingkatan ddamtatanan organisas. Pene-
kananini menjadi penting, karenakonotas pela
yanan sampal saat ini adaah hanyayang dilaku-
kan oleh parapetugasteknisyang beradadi garis
paling depan. Padahd kenyataannyadan hakikat
dari pemberi pelayanan, tidak sesempit sebagai-
manadimaksud. Maknaini akan menjadi makin
jelas, apabiladikaitkan dengan jenispelayanan
yang diberikan.

Kedua, adalah pihak yang dilayani dalam
prosespelayanan prima, yaitu masyarakat ddam
arti luas yaitu baik masyarakat dalam artian
sebagal individu (perorangan), kelompok, ddam
bentuk organisas sosd kemasyarakatan, dunia

usaha, maupun masyarakat yang datang dari luar
negara (pihak asing). Dalam bahasa di dunia
bisnisadalah* costumers” atau parapelanggan.
Bahkan dalam konsep manajemen bisnis,
costumer adalah merupakan nilai inti (core
value), sebab mati hidupnyasuatu perusahaan
sangat tergantung dari parapelanggan. Dengan
demikian, pelanggan hakikatnyaadalah semua
orang yang memerlukan pelayanan harus
diberikan sebaik mungkin.

Ketiga, adalah bentuk pelayanan yang
diberikan, dimana bentuk pelayanan pada
dasarnyasangat variatif. Misalnya, pelayanan
yang berwujud produk/barang (fisik) maupun
jasa (non-fisik). Dalam pekerjaan kesek-
retariatan bentuk pelayanan dikenal berupa
pel ayanan teknisdan administratif. Namun oleh
karenayang dibahas adalah pelayanan prima
birokrasi pemerintah, makapembahasan lebih
ditekankan pada pel ayanan dalam bentuk pela
yananteknisdan adminigtatif. Pelayanandalam
bentuk teknis, antaralain: mengetik, menghitung,
pengamanan, kebersihan, dan lain sebagainya.
Sedangkan pelayanan daam bentuk admini statif
antaralain, pembuatan sistem kerja, misalnya;
sistem kearsipan, sistem perkantoran, sistem
komunikas organisas, Sstemtataruang, Sstem
informas kebakaran hutan, Sstem pemantauan
kerusakan terumbu karang, Sistem pengendaian
dampak lingkungan global, dan sebagainya.

Walaupun apabiladilihat pelayananteknis
sangat mudah dan sering dikatakan pelayanan
yang menuntut keterampilan atau “ hanyamoda
tenagd’ , namun pelayanan administratif hampir
tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan pe-
layanan teknis. Untuk itu, baik pelayananteknis
maupun administratif hanyadapat dibedakan,
tetapi tidak dapat dipisahkan, atau merupakan
suatu kesatuan yang utuh.

Keempat, adalah bantuan secaraoptimal,
maknanyabahwayang diberikan kepada pihak-
pihak yang memerlukan pring pnyaharusdiberi-
kan seoptimal mungkin. Maknaoptimal disini
tidak samadengan maksimal. Menurut hemat
penulis, optimal ada ah suatu upayayang secara
terus-menerusditingkatkan. Dengan demikian,
daamoptimaisas tidak dikend berhenti atau puas
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sesadt. |[dedasarnya, adaah “ skap tidak pernah
puas’. Konsep ini apabiladikembangkan men-
jadi suatu dorongan atau motivas yang besar dan
tanpabatas. Hal ini mengingat, konsep pelayanan
primahakikatnyamerupakan suatu konsep yang
kualitatif. Artinyasuatu konsep pengukurannya
sangat rdaif, namun demikian dalam mangemen
pel ayanan karena pertimbangan keterbatasan
meakadibuat ukuran-ukuran minimal. Konsepini

sgjalan dengan konsep TQM yang hakikatnya
beris tentang peningkatan kualitas produk
maupun tanpahenti (Juran, 1995).

Kelima, perlakuan dalam pelayanan. Perla
kuan dalam pelayanan adalah, suatu sikap
tertentu (dapat dalam bentuk kurang baik
maupun bak) dari pihak yang melayani terhadap
pelanggan. Dalam pelayanan prima, maka
perlakuan daam pelayanan adal ah berdasarkan
prinsip bahwasemua pel anggan (masyarakat)
atau yang dilayani adalah “raja’, tanpamem-
bedakan suku, agama, ras, warnakulit, status,
pangkat, dan sgenisnya.

Dengan kata lain, baik datang apakah
pej abat, pegawai biasa, dan bahkan masyarakat
paling bawah pun, harus dilayani sama. Per-
tanyaan ini mudah diucapkan, tetapi dalam
praktek dapat dikatakan sulit diterapkan. Pe-
nyebabnya, antaralan: orientas birokras peme-
rintah masi h cenderung menggunakan feoddistik
mang emen, kolusi, dan secarakultural mash
menganggap adanyadratifiked atau kastaddam
masyarakat. Pernyataanini perlu ditditi kebera
daannya, namunyang paing jelasterlihat adaah
karena* uang” . Sehinggadapat dikatakan kece-
patan pel ayanan sangat ditentukan oleh besarnya
uang pelicin, dan kedekatannyadengan petugas.

Adapunkriteriapd ayanan yang balk (prima)
menurut Gronrooos (1990, dalam Sutopo, 2000,
p.11-12), adalah: (1) Profesionalisme and
Skill, yaitu para pelanggan menyadari bahwa
parapetugas pelayanan perlu memiliki penge-
tahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk
memecahkan masalah secaraprofesional; (2)
Attidutes and Behavior, bahwaparapelanggan
merasakan para petugas pelayanan memper-
hatikan dantertarik untuk memecahkan masdah
mereka secara spontan dan ramah; (3) Acces-

sibilitas and Flexsibility, para pelanggan
merasakan bahwapemberi pelayananlokasinya,
waktu kegiatan, parapegawal, dan sstem opera-
sioanalnya dirancang dan beroperasi dengan
baik sehinggamudah memiliki akses kepada
pelayanan sartakesemuanyadi s gokan agar sesua
dengan permintaan dan keinginan pelanggan; (4)
Realiability and Trust-worthiness, para pe-
langgan mengetahui bahwamerekamempercaya
pemberi pelayanan, parapetugaspel ayanan akan
menepati janjinyadan melakukan dengan se-
penuh hati; (5) Recovery, parape anggan menya
dari bahwaapabilakesalahan dan terjadi hal-
ha yang tidak diperhitungkan sebelumnyamaka
pihak pemberi pelayanan akan segeramengambil
tidakan untuk mengatasi permasalahan. (6)
Reputasion and Credibility, para pelanggan
percayabahwakegiatan-kegiatan yang dilakukan
pemberi pelayanan dapat dipercayadan ber-
usahamemiliki kinerjabaik.

Beberapacontoh tersebut, adalah sebagian
kecil dari sekian banyak contoh nyatayang da-
pat dikembangkan oleh para pesertadan pem-
baca. Dengan ulasan yang telah dikemukakan,
memperkuat bukti dan kesadaran kitabersama
khususnyayang beradadi jgaran birokras peme-
rintah, bahwayped ayananyang primasangat penting.

Urgensi Pelayanan Prima

Seperti telah disnggung sebelumnya, bahwa
eraglobdisas telah merubah polahidup, perilaku
manusia, yaitu yang semulapasif menjadi aktif
bahkan produktif, lebih agresif, kritis, bahkan
banyak perilaku yang sudah di atas ambang
batas, yaitu mel akukan tindakan-tindakan sadis.
Dilihat dari 99 duniabisnis, terlihat orang bisnis
bersikap dan berperilaku serbacepat, praktis,
dan selalu mengupayakan tepat waktu dalam
menye esaikan tugasnya. Faktor waktu menjadi
barang yang maha harganya, oleh karenawaktu
tidak dapat diputar ulang. Maknanya, kehilangan
waktu berarti kehilangan momentum dan ke-
hilangan peluang. Untuk itu, tuntutan pelayanan
prima, sebaga sdah satuingrumen pentingdaam
pengel olaan bisnismenjadi sangat penting.

Adatigahd yang perlu dperhatikan mengapa
pelayanan primaharus dilakukan oleh setiap
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organisad. Untuk |ebihjel asadabebergpadasan
mengapa pel ayanan primadikatakan penting,
antaralain:

1. Persaingan yang makin ketat, bahwa
dalam era perdagangan bebas sebagai
salah satu ciri utamaglobalisas ekonomi
danabad ke-21, sdlah satu tantangan yang
berat adadahtingkat persainganyang keras
dan makin ketat. Menghadapi hal ini,
makakatakuncinyaadaah“kualitas’ da
lamberbagal bidang termasuk peningkatan
kualitaspel ayanan.

2. Kebutuhan pelanggan makin me-
ningkat. Bahwa masyarakat atau pe-
langgan padaerasekarang ini, ditandai
dengan makin kritisnyaparapelanggan
terhadap barang atau jasayang diterima.
Hal ini disebabkan, makin mgunyatingket
pendidikan masyarakat, wawasan, dan
banyaknya produk atau jasa yang di-
tawarkan. Sdanitu, denganmakinmgunya
peradaban budayamasyarakat yang di-
sebut sebagal masyarakat globd, jugaikut
memicu makin meningkatnyakebutuhan
parapel anggan terhadap barang atau jasa.

3. Pertumbuhan industri jasa. Dalam era
globdisas seperti yangteah dikemukakan
menunjukkan bahwasektor industri terus
meningkat dari waktu kewaktu termasuk
pertumbuhan industri jasa. Beberapa
contoh misalnyajasatelekomunikas, sa
ngat pesat |gu pertumbuhannya, sehingga
telah menjangkau sampai ke desa. De-
mikian jugaindustri jasalainnya, yang
kesemuanyamenuntut kecepatan, kete-
patan, kehandaan (prima), dan biayayang
terjangkau. Dengan katalain, pertumbuhan
industri jasamenuntut peningkatan kuditas
pel ayanan yang diberikan.

Manfaat Pelayanan Prima

Dilihat dari perspektif organisad, peayanan
primamemiliki tigamanfaet, yaitu:
1. Nilai gunaterhadap pegawai yang melayani

Aktivitaspelayanan yang dilakukan oleh or-
ganisas, berdasarkan dari berbagal kajian me-
nunjukkan, bahwanila gunanyatidak hanya

kepadaorganisas yang bersangkutan. Nila guna
dan pengaruh pel ayanan baik |angsung maupun
tidak langsung jugaberkaitan dengan parape-
gawai. Kgiandari Bill Creech (1996) misalnya
menemukan bahwa pel ayanan primayang di-
berikan oleh organisas kepada parapelangaan,
mampu meningkatkan secarasignifikan tingkat
komitmen organisasond parakaryawan. Devrye
(1997), dalam bukunya*“ Good Service is Good
Business”, mengemukakan baik langsung mau-
puntidak langsung pelayananyang baik (prima),
akan meningkatkan rasapercayadiri, perasaan
bangga, dan kepuasan kerjakaryawan.

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan
bahwa pengaruh dari suatu perbuatan baik, yaitu
memberikan pelayanan prima, secaralangsung
maupun tidak jugadapeat dikatakan sebaga suatu
proses pembel gjaran parakaryawan. Prosesini
menjadi lebih bernila gunatinggi manakaa, pihak
mangjemen atau organisasi selalu berupaya
meningkatkan pel ayananinterna dan eksternal.
Dengan mel akukan upaya yang berkesinam-
bungan, diharapkan pelayanan yang parape-
lakunyaada ah parakaryawan, akan dapat terus
ditingkatkan kuditasnya.

Dengan demikian, secarateoritismaupun
empiristerbukti bahwape ayanan primamemiliki
keterkaitan yang tinggi dengan tumbuhnyaper-
cayadiri yangtinggi; perasaan bangga; kepuasan
kerja; menumbuhkan semangat dan motivas
kerja; meningkatkan tingkat kesejahteraan;
meningkatkan profesionaisme; meningkatkan
dayasaingindividua.

2. Nilai guna terhadap pelanggan

Kgianterhadap sebergpajauh tingkat keter-
kaitan atau korelasi antara pelayanan prima
dengan nilai gunaterhadap pelanggan, tampak-
nyatidak perlu diragukan lagi. Bahkan dapat di-
katakan, tanpadilakukan kagjian atau penelitian
pun sudah dapat diduga, parapelayanan prima
berpengaruh secaralangsung terhadap nilal guna
yang tinggi terhadap parapel anggan atau mas-
yarakat padaumumnya.

Berdasarkan hasil survel paramahasiswa
FispUR terhadap pelayanan pembuatan KTPR,
menunjukkan bahwa dengan kecepatan yang
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luar biasa, yaitumenjadi “hanyasatujam” sgja,
meningkatkan nilai guna yang sangat tinggi
terhadap masyarakat. Sebaliknya, suatu pene-
litian yang dilakukan sekel ompok masyarakat
terhadap pengurusan SIM dan STNK ternyata
has Inyakurang memuaskan. Ha ini disebabkan,
selain waktu yang cukup lamadan dirasakan
berbelit-belit, banyaknyacalo, dan biayayang
cukup mahd.

Namun dari survei umum yang pernah
dilakukan terhadap ide penyatuan“* SAM SAT”
atau Satuan Administras Manungga SatuAtap
untuk pengurusan STNK kendaraan bermotor,
dinilai sangat baik. Demikian jugadengan pe-
layanan pembayaran listrik dan telepon melal ui
jasabank, jugadinilai baik karenapelanggan/
masyarakat tidak perlu direpotkan dengan pada
Setigp bulan untuk membayar rekening lidtrik dan
telepon yang kantornyaberjauhan.

Atasdasar uraian di atas, nilai gunapela-
yanan primaterhadap pelanggan/ masyarakat
adal ah; kepuasan, kebutuhan terpenuhi, merasa
dihargai atau diperhatikan kepentingannya,
merasakan mendapatkan pelayanan yang pro-
fesiond, dan keuntungan bagi masyarakat.

3. Nilai guna terhadap organisasi

Nila gunaketigaaddahterhadagp organisas,
yaitu sglauh manapel ayanan primayang diberi-
kan baik internal maupun eksternal telah men-
datangkan kemajuan, perkembangan, dan ke-
untungan bagi organisasi. Pelayanan internal
dimaksud ada ah pel ayanan organisas terhadap
parapegawal, antaralan daam bentuk pelayanan
kesgahteraan, Stem pengggian, karir, kenaikan
pangkat, kemudahan dalam memperolehinfor-
mead, kemudahan menemui atasannya, dan sehar
gainya. Sedangkan pelayanan eksternal adalah
pelayanan kepadamasyarakat padaumumnya.

Seperti telah dikemukakan pada contoh-
contoh maupun hasil kgjian menunjukkan, bahwa
pengaruh pe ayanan primasangat menguntungkan
bagi semua pihak termasuk terhadap organisasi
itusendiri. Hal ini bermakna, pelayanan prima
yang diberikan organisasi kepada para pe-
langgan add ah tidak sekedar untuk memuaskan
parapdanggannya lebih dari itu sekaigussebaga

saranapromos organisasi. Maknanya, apabila
pel ayanan yang diberikan kurang baik, samade-
ngan mengubur reputas organisas atau meng-
hancurkan organisasi secara tidak langsung.
Dengan demikian, nilai gunapelayanan prima
bagi organisas menjadi sangat penting. Dikata:
kan demikian, oleh karenasaah satu faktor yang
ikut menentukan maju dan mundurnya suatu
organisad adalah dari seberapatinggi pelayanan
primayang diberikan.

Bebergpadampak dari pelayanan primater-
hadap organisas antaralain; meningkatkan citra
positif/baik organisasi, keuntungan organisas
meningkat, pengakuan ekssend organisad, me-
miliki dayasaingtinggi, dan memiliki peluang
untuk berkembang lebih luas.

Masalah-masalah dalam Pelayanan Prima

Apabila diikuti, baik konsep atau teori
maupun dalam hasil-hasi| kagjian, tampaknya
semuabaik dan lacar. Namun dalan prakteknya
pelayanan tidak semudah atau seldedl yang ada
dalamteori. Apabiladalam memberikan pela-
yanan alam masyarakat, yang sangat beragam
dalam berbagai hal termasuk dalam segi inte-
|ektual nya, pelayanan oleh pemerintah dirasakan
sangat sulit. Bahkan masyarakat sering meng-
anggap birokrasi pemerintah kurang tanggap,
berbdlit-bdlit, memperaulit, waktuyang lama, dan
kel uhan lain terhadap apayang diinginkan mas-
yarakat. Bahkan adaanekdot, yang menyatakan
“Kalau bisadipersulit mengapadipermudah’”.
Sebdiknyapemerintah menganggap pihak mas-
yarakat kurang memanfaatkan pelayanan yang
diberikan pemerintah dengan baik.

Keluhan dari masyarakat tersebut, bukan
tidak beralasan dan bukan tidak adabukti. Ber-
bagai kgjian, bahkan dalam kehidupan sehari-
hari dgpat kitaamati, kuaitaspelayananbirokras
pemerintah memang masih perlu diperbaiki dan
ditingkatkan. Beberapacontoh misalnyadalam
pel ayanan pemberianijin, cukup banyak keluhan
antara lain lambannya pelayanan dan sikap
arogand yang ditunjukkan parapetugas. Bahkan
padakantor pelayanan pgjak, yang merupakan
pos penerimaan keuangan negara, masyarakat
dibiarkan antri di bawah terik matahari untuk
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membayar pajak, sementara petugas pajak be-
radadi dalam ruangan ber AC dan disediakan
makan minum. Suatu pemandangan yang sangeat
bertolak belakang danironis, tetapi itulah kenya-
taannya. Birokrasi pemerintahan tampaknya
sudah kebal dengan berbagai hujatan dari mas-
yarakat. Alasan klask dari pihak birokras peme-
rintahan adal ah karenapenghasilan yang sangat
minim, sehinggaapabilatidak “ memanfaatkan
peluang” akan rugi dan tidak dapat hidup layak

Dari ulasan di atas, apabiladicermati per-
masal ahan dalam pel ayanan terdapat beberapa
hal. Menurut Vincent Gaspersz (1997), terdapat
tujuhdimend atau atribut ddam pelayanan, yaitu:
(2) ketepatan waktu, (2) akuras pelayanan, (3)
kesopanan dan keramahtamahan dalam mem-
berikan pelayanan, (4) tanggung jawab, (5)
kemudahan mendapatkan pelayanan, (6) ke-
nyaman dalam memperol eh pelayanan, dan (7)
atribut pendukung pelayanan lainnya.

Dilihat segi praktis, masd ah pd ayanan depat
berasal dari pihak pemberi pelayanan dan pihak
penerimapel ayanan. Masa ah yang berasal dari
pihak pemberi pelayanan (dalam hal ini peme-
rintah), antaralain meliputi: kualitasdan skap
perilakubirokras pemerintah, Semmangemen
pemerintah (sentralisasi atau desentralisas),
regulasi, saranadan prasarana pelayanan. Se-
dangkan masal ah yang datang dari penerima
pelayanan (masyarakat), antaralain: tuntutan
yang berlebihan terhadap pel ayanan pemerintah,
tingkat intel ektual masyarakat (pengetahuan,
wawasan, dsb ), sikap dan perilaku masyarakat,
dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Ketyjuhdimend parmasdahandanduamasdah
praktistersebut, menjadi penting oleh karena
perhatian yang kurang dari dimensi-dimensi
dimaksud akan mendatangkan dan memperbesar
masal ah. Padagilirannya, permasalahan yang
dibiarkandan segeradiperbaiki akanmemunculkan
measal ah baru. Pertanyaan yang kemudian muncul
ada ah bagaimana upaya-upayayang dilakukan
untuk mengurangi dan bilaperlumenghilangkan
permasal ahan-permasal ahan tersebut. Terkait
dengan hal ini, berikut disampaikan beberapa
upaya yang diharapkan dapat meningkatkan
kuditaspe ayanan menuju padape ayanan prima.

PEMBAHASAN

Sdah satukatakunci ddam pelayanan prima
adalah*kudlitas’. Menurut Goetsch dan David
(1994), kuditasmerupakan suatu kondis dinamis
yang berhubungan dengan produk, jasamanusia,
proses, danlingkungan yang memenuhi atau me-
lebihi harapan pihak yang menginginkan. Peter
Drucker (dalam Bowlesdan Hammond, 1991)
mengemukakan, bahwakualitas adalah produk
atau pelayanan, bukan seperti yang ditetapkan
oleh pemasok, tetapi seperti yang diinginkanitu,
merekamau dan relamembayarnya.

Dengan demikian, salah satu pendekatan
yang tepat digunakan dalam pembahasan pe-
layanan primaadalah “ pendekatan kuailitas’.
Duapakar, yaitu Edwards Deming dan Joseoh
Juran, adalah para pakar yang sangat peduli
terhadap masadah kuditas. Menurut keduapakar
tersebut, dalam rangka peningkatan kualitas
pel ayanan secaraterus menerus dengan meng-
gunakan modd USE-PDCA sebagai berikut:

1. Understand Service Quality Improvement
(Memahami kebutuhan perbaikankuditas
pelayanan). Berkaitan dengan pelayanan-
pelayanan apa yang akan ditingkatkan
kuditasnya.

2. State the Service Quality Problem
(Menyatakan masalah-masalah kuaitas
yang ada). Berkaitan dengankondis kua-
litas pelayanan-pelayanan yang ada di
instans pesertasaat ini.

3. Evaluate the Root of Cause (Mengevdues
akar penyebab masalah pelayanan)

4. Plan the Solutions (Merencanakan pe-
nyelesaian masal ah kualitas pel ayanan).
M erencanakan jenis-jenis pelayanan apa
yang akan ditingkatkan atau diperbaiki,
dan bagaimanacaranya.

5. Do or Implement the Solutions (Melak-
sanakan rencanasolus atas masal ah kua
litas pelayanan).

6. Check the Solutions Result (Mempdgari
hesil-hasil solus terhadgp masdah kuditas
pelayanan)

7. Act to Standardize the Solutions (Ber-
tindak untuk menstandarisasikan solusi
terhadap masalah kulitas pelayanan).
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Pendekatan lain yang penting dalamrangka
pelayanan primaadal ah pendekatan perilaku.
Pendekatan perilaku padadasarnyalebih mdihat
padaindividu-individu dari parapetugas pela
yanan maupun pihak yang dilayani. Asumd dasar
perilaku manusiada am kaitannyadengan pela-
yanan primadapat ditel usuri dari bebergpaaspek
pringp pelayanan prima.

Beberapaaspek pringp pelayanan prima:

1. Dikend adanyahukum tentang pelanggan
(costumer), yaitu:

a. The Customer is always right
(pelangganitu seldu benar)

b. If the customer is wrong, see rulle
number one (apabilapeanggan sdah,
lihat kembali peraturan nomor satu).
Dari rumusan yang tampaknyatidak
seriustersebut, di dalamnyamengan-
dung konsekuens penting, yaitu ada-
nya tuntutan untuk terus-menerus
memperhatikan kepentingan para
pelanggan.

2. Pengembangan pelayanan prima tetap
berpusat padaunsur manusia, yang ada
dalam organisasi pada semua tingkat.
Kata-kata “Happy employees yield
happier customers” atau kepuasan para
pegawa mencerminkan kepuasan pelang-
gan merupakan pernyataan yang me-
nyentuh tentang peran sumberdayama-
nusia dalam pelayanan. Masalahnya
adalah bagaimana mengembangkan
sumber dayamanus anyasebagai langkah
awa dadam membangum pelayanan prima.
Hal ini sgjaan dengan pandangan bahwa
“service comes from people not compa-
nies”. Oleh karenaitu, pengembangan
sumberdaya manusia menjadi sangat
penting dalam rangka peningkatan pela-
yanan prima. Dapat dikatakan bahwakua-
litas pel ayanan yang primahanyamungkin
terwujud dari manusiayang berkualitas.

3. Faktor kepemimpinan, yaitusgumlah para
pemimpin dalamorganisas mampu mem-
berikan pelayanan primamelebihi apa
yang dilakukan oleh paraanak buahnya.
Di sini dapat dibahas masalah perilaku

kepemimpinan yang sekaigusterkait de-
ngan kualitas kepemimpinan. Menurut
Sudarsono (1994, dalam Sutopo, 2000:
p.35), bahwa* perlakukan para karyawan/
pegawai seperti keinginan anda bagai-
mana para karyawan memperlakukan
pelanggan”. Masdahnyaada ah, mampu-
kah parapemimpin organisas bisnisdan
organisas publik kitamenciptakan sua-
sana untuk memperlakukan para anak
buahnya sedemikian rupa sebaga mana
kita mengharapkan merekamemperla-
kukan parapelanggan.

Dalam hubungan ulasan tentang perilaku
dengan pelayanan prima, DeVrye (1994) me-
ngemukakan tujuh perilaku yang dapat mem-
bantu terwujudnyapelayanan prima, yaitu: ““self
esteem, exceed expectation, recovery, vision,
emprove, care, dan empower”. Penjelasan
ringkasdari tujuh perilaku tersebut adal ah:

1. Self esteem (harga diri/percaya diri),
bahwa dalam pelayanan, perasaan per-
cayadiri dari semuapelaksanapelayanan
penting, sebab akan sangat mempengaruhi
kualitas pelayanannya atau terdapat
pengaruh pogtif.

2. Exceed expectation (melampaui yang
diharapkan), bermaknabahwaorganisas
harus berupayamemberikan tugasterbaik
kepada para pelanggan atau pelayanan
yang diberikan melebihi yang dimintape-
langgan. Organisas yang berhasil, selalu
menetgpkan Sandar pelayananyang tinggi
dan mengkomonikas kan standar-standar
tersebut kepada petugas pelayanan dan
padaparapelanggan. Dalanha ini, yang
perlu diperhatikan adalah sikap dan pe-
rilaku konsisten. Pelayanan primabagi
para pelanggan adalah “menciptakan
penga aman-pengalaman positif yang
diharapkan pelanggan memenuhi dan
melampaui secara konsisten harapan-
harapan mereka’

3. Recovery (pembenahan), bahwa pada
hakikatnya keluhan-keluhan dari para
pelanggan harusdilihat sebagai peluang-
pel uang untuk memperbaiki/ pembenahan
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dan bukan masalah. Dalam strategi pela-
yanan, apabila dirasakan adanya pela-
yananyang tidak atau kurang memuaskan
makaharus secepatnyadilakukan pembe-
nehar/perbaikan, dandiusshakan pencegahan
agar peanggantidak menceritakankembdi
kepadaoranglain. Untuk itu beberagpakita
perlu ditergpkan antaralain; pelaihan para
pegawal untuk mengatas keluhan-keluhan
secara cepat dan tepat, menguiji standar
pelayanan, survei padaparapelanggan,
dan upaya-upayalainnya.

. Vision (pandangan masadepan), bahwa

vis pelayanan yang diterapkan adalah da-
lam jangka panjang dan bukan dalam
jangkapendek. Vis pelayanan ini sangat
penting, karenaberfungs sebagal pemandu
bagi organisasi dalam melakukan pela
yanan kepadaparapelanggan.

. Improve (peningkatan), bahwasalah satu

kunci keberhasilan dalam mel akukan pela
yanan adal ah dalam melakukan pening-
katan yang terus menerus dan berkesi-
nambungan. Hal ini bermaknapelayanan
primatidak mungkin dapat dicapai dalam
waktu singkat, tetapi memerlukan proses
waktu yang panjang. Di sini yang dituntut
adalah komitmen dari seluruh penyeleng-
garaan pelayanan. Komitmen bermakna
sebagai tingkat keberpihakan dari para
pel aksana pelayanan. Dalam perspekTif
bisnis, komitmen pelayanan harus pada
pel anggan, yang berarti pelanggan adalah
raja

. Care (perhatian), yaitu sgauhmanaorga

nisas mampu menjadikan organisas men-
jadi “user friendly’”, yakni organisas yang
membukabeberapamenit sebelum “ope-
ning time””. Dimata konsumen atau pe-
langgan, kualitas pelayanan meliputi
ukuran-ukuran: reliability, assurance,
empathy, dan responsiveness.

. Empower (pemberdayaan), adal ah suatu

aktifitasorganisasi dimanaseluruh unsur
organisad dilibatkan dalam kegiatan orga:
nisasi dalam rangka pencapaian tujuan
organisas. Pemberdayaan jugabermakna
pemberian kewenangan kepada parape-

tugaspelayanan, dengan maksud agar [ebih
mempercepat pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan di
atas, diharapkan bahwa pelayanan yang diberi-
kan pendekatan organisasi pada masyarakat
pelanggan dapat terusditingkatkan. Oleh karena
masal ah pelayanan pada akhirnya sangat ter-
gantung dari sikap dan perilaku manusianya,
maka pengembangan sumber daya manusia
merupakan unsur yang perlu diperhatikan dalam
pembahasan pel ayanan prima.

Terkait dengan pengembangan sumber daya
manusiadalam rangkapelayanan prima, secara
konseptual terdapat tigajeniskompetens yang
harusdimiliki gparatur pemerintah yang profe-
sional, yaitu kompetens pengetahuan, kompe-
tens keahlian dan keterampilan, dan kompetens
sikap dan perilakunya. Dewasa ini, menurut
Mustopadijgja(2002), karakteristik PNSysng
profesond dituntut memiliki: (1) menguasal penuh
bidang pekerjaannyaatau ahli (expertise), (2)
mampu mandiri (independent) dalam pengertian
memiliki jiwainovas dan krestifitasyangtinggi
sehinggatidak tergantung kepadaatasan dalam
melakukan pekerjaannya, (3) memiliki kesung-
guhan dan tanggungjawab terhadap pekerjaan
(comitment to be work), (4) mampu menun-
jukkan kinerjayang unggul sebagai profesiond,
dan (5) memegang teguh etikaprofesinya(ethics).
Untuk birokrasi yang berada di kementrian
lingkungan hidup masi h harus ditambah kepe-
duliannyaterhadap lingkungan hidup termasuk di
ddamlingkungansosanya

SIMPULAN

Dari rangkaian yang tel ah disgjikan mem-
perlihatkan bahwa pelayanan primamerupakan
tugasmuliadari seluruhjgaran birokras peme-
rintah, bahkan untuk seluruhinsan di atasbumi
ini. Disebut demikian, oleh karenapelayanan
bermakna sangat dalam dan memiliki makna
spiritual, emosional, intelektual, dan mangjeria
ddam pengg awantahannya, tentunyadisesuaikan
dengansituas, kondig, sertakebutuhan masing-
masing organisas. Sedangkan dari segi pengem-
bangannya, sangat tergantung dari dayainovas
dan dayakrestifitas parapel aksananya.
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